BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mulai digunakan pada tahun 1991
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memberikan sejumlah
ketentuan baru yang tidak dikenal dalam figh mayoritas (jumhur). Di antaranya
adalah ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana yang dimuat dalam
pasal 185:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang

tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan yang berasal dari hukum Adat dan hukum perdata Barat (BW)
melalui tangan Hazairin® tersebut ditetapkan sebagai solusi atas ketidakadilan
yang akan dialami oleh kerabat yang orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu
daripada pewaris, terutama cucu yang orangtuanya (ayahnya maupun ibunya)
meninggal lebih dahulu daripada pewaris (kakeknya atau neneknya). Menurut
hukum kewarisan Islam Sunni, jika ada anak laki-laki maka cucu secara mutlak
(perempuan maupun laki-laki, dari anak perempuan maupun dari anak laki-laki)
tidak dapat memperoleh warisan jika ada anak laki-laki. Dan jika cucu tersebut

perempuan maka selain terhalang oleh anak laki-laki, dia juga terhalang oleh dua

orang anak perempuan.

! Suparman Usman, Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia: Studi Kritis Hukum
Kewarfsan menurut KHI dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama (Disertasi, IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 1998), 217.



Berbeda dengan Indonesia, negara-negara seperti Mesir, Suriah dan
Maroko, memberikan hak atas harta peninggalan kepada cucu yang orangtuanya
meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris melalui mekanisme yang disebut
dengan istilah wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah ini merupakan hasil ijtihad
eklektik dengan mengambil dan memodifikasi pendapat sebagian ulama salaf, di
antaranya adalah Ibn Hazm al-Zahiri.?

Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam Sunni yang telah disiasati oleh
sejumlah negara tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip derajat kekerabatan
dan prinsip garis kekerabatan patrilineal yang mendasari penetapan keberhakan
seorang kerabat. Atas dasar prinsip derajat kekerabatan maka ahli waris yang
hubungannya dengan pewaris lebih jauh akan terhalang oleh ahli waris yang lebih
dekat meskipun dari pancang yang berbeda. Seorang cucu pada prinsipnya tidak
dapat memperoleh warisan jika masih ada anak. Hal ini berbeda dengan hukum
kewarisan menurut Kitab Undang-undang Perdata (KUHPer) atau Burgerlijke
Wetboek (BW) dan hukum kewarisan adat. Menurut kedua sistem hukum ini, cucu
berhak memperoleh bagian sebesar yang diperoleh oleh orang tuanya seandainya
orang tuanya tersebut masih hidup. Cucu hanya terhalang oleh anak pewaris yang
merupakan orangtua si cucu, dan tidak terhalang oleh anak pewaris yang bukan
orangtua cucu tersebut.

Sementara itu, berdasarkan prinsip garis kekerabatan patrilineal, ahli
waris yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris melalui garis murni laki-laki

mempunyai posisi lebih kuat daripada mereka yang melewati perempuan. Atas

2 Hasanayn Muhammad Mahluf, a/-Mawarith fi al-Shari’ah al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-
Fadilah, tth), 16-19; Fatchur Rahman, //mu Waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 65.



dasar prinsip ini maka cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya terhalang oleh anak
laki-laki dan tidak terhalang oleh anak perempuan. Meskipun derajat kekerabatan
cucu laki-laki tersebut lebih rendah daripada anak perempuan tetapi cucu tersebut
tidak terhalang karena dia terhubung dengan pewaris melalui anak laki-laki. Cucu
perempuan dari anak laki-laki pun lebih kuat kedudukannya daripada cucu dari
anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat mewaris meskipun ada
anak perempuan seorang diri. Sedangkan cucu dari anak perempuan, baik cucu
tersebut perempuan maupun laki-laki, tidak akan dapat memperoleh warisan
selama ada anak dan/atau kerabat lain yang termasuk dalam kelompok ahli waris
ashab al-furud atau ‘asabah.

Selain pembedaan terhadap cucu berdasarkan  jenis kelamin
penghubungnya, pembedaan serupa juga berlaku terhadap kerabat lain yang
hubungan kekerabatannya dengan pewaris tidak secara langsung. Kakek yang
berhak mewaris menurut hukum kewarisan Islam Sunni adalah kakek yang tidak
melewati perempuan, dan disebut dengan istilah kakek sahih. Sedangkan kakek
yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris melewati perempuan disebut
dengan istilah kakek fasid atau ghayr sahih. la tidak termasuk ashab al-furud
maupun ‘asabah melainkan hanya dhawr al-arham.

Pembedaan juga dibuat terhadap nenek. Hanya saja, karena nenek dari
ibu (ibunya ibu) oleh hadis ditetapkan hak warisnya sebagai ahli waris yang

berhak atas fard® maka perspektif patrilineal digunakan fugaha’ untuk melihat

*Qabisah bin Dhu’ayb menginformasikan bahwa seorang nenek, yakni ibunya ibu atau (si
periwayat ragu) ibunya ayah, datang kepada Abu Bakar dan menanyakan hak kewarisannya dari
cucu laki-lakinya yang meninggal dunia. Berdasarkan hadis yang diperoleh dari Mughirah bin
Syu’bah, Abu Bakar memberi bagian seperenam kepada nenek tersebut. Kemudian datang seorang



nenek pada tingkat di atasnya, yakni buyut, canggah dan seterusnya ke atas. Jika
seorang nenek hubungannya ke pewaris melewati kakek yang hubungannya ke
pewaris melewati perempuan (kakek 7as/a), maka nenek tersebut pun dinamakan
nenek fasidah atau ghayr sahihah. la tidak termasuk ashab al-furudl, melainkan
ahawi al-arham.

Patrilinealitas hukum kewarisan Islam lebih jelas lagi dengan adanya
kelompok ‘asabah (‘asabah bi nafsifiy dalam sistem kewarisan empat mazhab.
Mereka adalah semua laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris
tidak melewati perempuan. Jadi, seorang perempuan tidak akan masuk dalam
kelompok ini, begitu pula laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris
melewati perempuan.

Dengan diutamakannya kerabat dari garis murni laki-laki maka kerabat
dari garis atau melewati perempuan menjadi tersisihkan. Kelompok kerabat yang
diistilahkan dengan dhawi al-arham ini hanya akan menerima warisan jika tidak
ada ‘asabah sama sekali dan tidak ada ashab al-furud yang berhak menerima radd
(yaitu ashab al-furud selain suami istri). Bahkan, menurut sebagian fugaha’,
mereka tidak berhak memperoleh warisan sama sekali.

Patrilinealitas hukum kewarisan Islam telah mendapat perhatian
Hazairin, seorang ahli hukum adat Indonesia. Menurutnya, hukum kewarisan

Sunni yang bercorak patrilineal telah menimbulkan konflik dengan adat

nenek lain yang berbeda dengan nenek tadi kepada ‘Umar, ia pun memberikan bagian seperenam
kepada nenek ini. Menurut al-Qadi Husayn, nenek yang datang kepada Abu Bakar adalah ibunya
ibu, dan nenek yang datang kepada Umar adalah ibunya ayah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-
Turmudhi, al-Nasa’i, Abu Dawud dan Ibn Majah. Lihat Abu al-‘Ula Muhammad ibn ‘Abd al-
Rahman ibn ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, 7uhfah al-Ahwadhi bi Syarh Jami* al-Turmudhi
(Beirut: Dar al-Kutub al-“1lmiyyah, 1990), VI: 232.



masyarakat di Indonesia, terutama yang menganut sistem kekerabatan bilateral
dan matrilineal.* Konflik tersebut muncul karena hukum kewarisan Islam Sunni
tidak memenuhi rasa keadilan mereka.® Dalam sistem kekerabatan patrilineal,
kerabat dari garis laki-laki mempunyai kedudukan lebih kuat daripada kerabat dari
garis perempuan. Bahkan dalam sistem kekerabatan yang berjalan beriringan
dengan sistem sosial patriarkhis ini, kedudukan laki-laki lebih kuat daripada
perempuan. Karena itu sangat wajar jika hukum kewarisan Islam yang bersifat
patrilineal akan dirasa tidak adil ketika diterapkan dalam masyarakat yang
menganut sistem kekerabatan bilateral ataupun matrilineal pada khususnya, dan
masyarakat modern pada umumnya.®Padahal, sebuah hukum akan efektif jika
sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang menjadi subyek hukum.
Pembangunan hukum mesti memperhatikan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat,
dan mengakomodasinya untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kebaikan bersama

(common gooa).”

*Hazairin, Hukum Kewarifsan Bilateral., 1-2.

*Namun meskipun hukum tersebut tidak sejalan dengan rasa keadilan mereka, umat Islam
memilih membiarkannya apa adanya tanpa berani mengadaptasikannya dengan keadaan dan
kebutuhan kontemporer, tetapi mereka juga tidak menerapkannya secara konsisten. Sebaliknya,
alih-alih melakukan adaptasi, umat Islam justru mengambil hukum-hukum lain yang dirasa lebih
adil. Lihat Abdullahi Ahmed An-Na’im, Toward to an Islamic Reformation: Civil Liberties,
Human Rights, and International Law (New York: Cyracuse University Press, 1990),, 6-7. Lihat
pula Anderson, /slamic Law., 92. Sikap mendua tersebut barangkali dilandasi oleh ketakutan
teologis untuk menganggap ketentuan hukum kewarisan Islam, yang dianggap sebagai hukum
Tuhan, sebagai tidak adil. Dalam ungkapan Bassam Tibi, sikap tersebut disebabkan filsafat hukum
yang memandang hukum Islam sebagai dogma yang tetap valid sehingga upaya restrukturisasi
yang dilakukan akan dipandang bertentangan dengan esensi dari dogma itu sendiri. Lihat Bassam
Tibi, /slam and Cultural Accommodation of Social Change, terj. Clare Krojzl (Boulder: Westview,
1991), 65.

®Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Algur’an dan Sunnah (Jakarta: Tintamas,
1981), 1-2. Lihat pula Anderson, /s/amic Law., 79.

"Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 52. Dalam hukum Islam
sendiri, kedudukan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum merupakan prinsip fundamental.
Hukum yang tidak mewujudkan keadilan atau malah menimbulkan kezaliman dipandang tidak



Lebih lanjut, dengan perspektif antropologi yang ia gunakan, Hazairin
menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam Sunni bersifat patrilineal sebagai
akibat pengaruh sistem kekeluargaan Arab yang patrilineal.® Dengan mengguna-
kan perspektif yang sama, dia pun berpendapat bahwa sistem kekekeluargaan yang
dikehendaki al-Qur’an adalah sistem kekeluargaan bilateral.® Berangkat dari
pendapatnya tersebut, Hazairin kemudian melakukan ijtihad dan menawarkan
rumusan hukum kewarisan yang bersifat bilateral.*

Gagasan Hazairin di atas pada perkembangannya kemudian mendapat
perhatian, baik dari kalangan akademisi maupun pemegang otoritas hukum di
negeri ini. Al Yasa Abubakar melakukan kajian terhadap khazanah tafsir, sharh
hadis dan figh untuk melihat kemungkinan adanya pendapat yang serupa dengan
pendapat Hazairin atau setidak-tidaknya petunjuk tentang adanya kemungkinan
pembacaan lain. Dari kajian yang dilakukan, Al Yasa menyimpulkan bahwa
pendapat Hazairin secara bulat berbeda dengan pendapat-pendapat yang ada
dalam mazhab, namun secara parsial tidaklah seluruh pendapat Hazairin
merupakan hal baru. Selain itu, Al Yasa juga menyatakan bahwa secara
keseluruhan, pendapat-pendapat atau kesimpulan Hazairin tersebut terasa lebih
dekat kepada mazhab Ja’fariyah daripada kepada enam mazhab yang lain.**

Pada tataran yang lebih praktis, gagasan Hazairin berpengaruh terhadap

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia meskipun secara samar-samar. Ketika

mungkin menjadi bagian dari syari’ah Islam. Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, /“/am al-Muwagqi“in
‘an Rabb al-‘Alamin, |11, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), 1.

8Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, 1-2.

*Ibid., 1 dan 13-14.

1bia., 26-58.

YAl Yasa Abubakar, Anxli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab ( Jakarta: INIS, 1998), 210-211.



mengelompokkan ahli waris, KHI tidak menggunakan pengelompokan
sebagaimana dikenal dalam figh, yaitu pengelompokan ke dalam ashab al-furud,
‘asabah dan dhawi al-arham, melainkan pengelompokan berdasarkan sebab
kewarisan. Dalam pasal 174 KHI dinyatakan,
Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
= Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-
laki, paman dan kakek
= Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara

perempuan dan nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda

Dalam pasal tersebut KHI tidak menjelaskan kriteria kakek dan nenek.
Dalam bab I11 tentang Besarnya Bahagian pun tidak ada aturan mengenai besarnya
bagian mereka. Padahal, dalam hukum kewarisan Islam kakek dan nenek
dibedakan berdasarkan garis kekerabatannya. Dengan tidak adanya penjelasan
kriteria kakek dan nenek, KHI tampaknya bermaksud menyamakan antara kakek
dan nenek dari garis laki-laki dengan kakek dan nenek dari garis perempuan dalam
keberhakannya untuk memperoleh warisan.

Pasal 174 juga tidak menyebut cucu sebagai ahli waris, dan dalam KHI
Bab Ill tentang Besarnya Bahagian juga tidak ada penjelasan mengenai bagian
kewarisan cucu. Namun KHI bukannya tidak menjadikan cucu sebagai ahli waris.
Dalam pasal 185, sebagaimana telah dikemukakan di atas, KHI memberikan hak
waris kepada cucu melalui mekanisme penggantian tempat, satu mekanisme
kewarisan yang juga menjadi bagian dari gagasan hukum kewarisan bilateral

Hazairin.



Hukum kewarisan bilateral dikembangkan lebih lanjut oleh Mahkamah
Agung dalam Buku 1l Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
Edisi 2007 yang diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama
atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakukan Buku Il Pedoman Pelaksana Tugas
dan Adminstrasi Peradilan.'?

Hukum kewarisan Islam yang bersifat patrilineal merupakan hukum yang
dikembangkan dan diikuti mayoritas fugaha’ selain mazhab Syi’ah Ja’fariyyah,
dan telah begitu mapan hingga seolah-olah sudah pasti benar. Lebih dari itu,
dalam teori hukum Sunni, suatu hukum mesti didasarkan pada 77ass dan tidak bisa
semata-mata ditetapkan dengan pertimbangan nalar."® Karena itu, secara teoritis
dapat dikatakan bahwa sistem patrilineal dalam hukum kewarisan Islam Sunni
mesti dibangun di atas landasan-landasan 7ass al-Qur’an atau hadis, yang
karenanya tidak bisa serta-merta ditinggalkan begitu saja. Dengan kata lain,
keputusan meninggalkan hukum kewarisan yang bersifat patrilineal dan
menggantinya dengan hukum kewarisan yang bersifat bilateral hanya dipandang
sah jika dari sebuah kajian yang dilakukan secara ilmiah diketahui bahwa nass-
nass yang menjadi dasar bagi patrilinealitas hukum kewarisan serta /stinbat

hukum yang dilakukan fugaha’ lemah atau tidak cukup kuat.**

2Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Buku /I Pedoman
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, edisi revisi, (2010), 190 dan 193-194.

Bsyamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam : Probabilitas dan Kepastian” , dalam
Yudian W. Asmin (Ed.), Ke Arah Figh Indonesia, (Yogyakarta: FSHI Fak. Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga, 1994),74.

Ypernyataan di atas tidak dimaksudkan agar dilakukan penelitian yang bertujuan untuk
mencari-cari kelemahan hukum kewarisan Sunni, atau bahwa disertasi ini dilakukan untuk tujuan
tersebut.



Dengan mengingat telah berlakunya hukum kewarisan bilateral di
lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, di satu sisi, dan ditinggalkannya hukum
kewarisan patrilineal Sunni, di sisi lain, maka menjadi sangat penting untuk
melakukan kajian terhadap dalil dan /stinbat hukum fugaha’ tersebut. Hasil kajian
ini dapat menjadi semacam alasan akademis mengapa hukum kewarisan Islam
patrilineal ditinggalkan dan diganti dengan hukum kewarisan bilateral gagasan
Hazairin, atau sebaliknya menjadi landasan untuk mempertimbangkan kembali

hukum kewarisan bilateral tersebut.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terdapat beberapa persoalan penting dalam hukum kewarisan Islam yang
perlu dikaji ulang. Disertasi ini memilih satu persoalan saja di antara beberapa
persoalan tersebut, yaitu persoalan patrilinealitas dalam hukum kewarisan Islam,
yakni diutamakannya kerabat yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris
melalui garis laki-laki dan dipinggirkannya kerabat yang hubungannya dengan
pewaris melewati perempuan. Dengan pilihan fokus pada garis kekerabatan maka
disertasi ini tidak menyentuh persoalan hak kewarisan suami dan istri karena
keduanya bukanlah ahli waris yang berhak mewaris disebabkan hubungan
kekerabatan (nasabiyyah), juga tidak mengkaji persoalan perbandingan bagian 1:2
antara laki-laki dan perempuan serta persoalan besaran bagian yang telah
ditentukan (furud), yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6, dan tidak pula akan
melihat persoalan hubungan antara kewarisan dan wasiat.

Hukum kewarisan merupakan satu bagian dari keseluruhan hukum Islam.

Mengingat ambiguitas istilah hukum Islam maka perlu penegasan mengenai
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penggunaan istilah tersebut dalam disertasi ini. Ambiguitas istilah hukum Islam
lahir karena dalam tradisi Islam-Arab (di mana kajian hukum Islam pada awalnya
lahir dan berkembang di sana) tidak ditemukan padanan yang tepat bagi istilah ini.
Istilah ini lebih tepat merupakan terjemahan dari “/slamic /aw” dalam bahasa
Inggris. Sedangkan dalam tradisi Islam-Arab, untuk menyebut hukum Islam
digunakan dua istilah, yaitu syariah dan figh. Syari’ah menunjuk kepada ketentuan
yang didasarkan pada dan dipahami dari dalil-dalil yang gat‘/ baik dari sisi
wuruad/thubutnya maupun dari sisi dalalamya. Sedangkan figh merupakan hasil
kerja akal manusia dalam memahami dalil-dalil yang zanni, baik salah satu sisinya
(yakni wurua/thubut dan dalalah) maupun keduanya.'® Sebagai produk kerja akal
manusia, maka lahir berbagai pendapat dalam masalah-masalah figh yang
kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab figh.

Dalam disertasi ini, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah figh
sebagaimana yang telah ditulis dalam buku-buku figh, karena hukum Islam yang
menjadi obyek penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan yang dihasilkan fugaha’
melalui kerja akal dan telah ditulis dalam bentuk buku. Namun karena figh
kewarisan Syi’ah tidak bersifat patrilineal, melainkan parental atau bilateral,'®

maka yang dimaksud dengan “hukum kewarisan Islam” dan “fugaha’” dalam

Bsamir ‘Aliyah, “//m al-Qanun wa al-Figh al-Islami, (Beirut: al-Muassasah al-Jami’iyah,
1996), 77; Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam, terjemahan Ahsin Muhammad,
(Bandung: Pustaka, 1996), 25; Satria Effendi M. Zein, “Mazhab-mazhab Figh sebagai Alternatif”
dalam Prof. K.H. lbrahim Hosein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (ttp.: Putra
Harapan, 1990), 312. Sementara itu, menurut Atho Mudzhar, ada empat bentuk produk hukum
Islam, yaitu kitab-kitab figh, putusan pengadilan Islam, hukum dan peraturan yang dibuat oleh
negara-negara Muslim, dan fatwa dari seorang atau lembaga fatwa. Lihat Mohamad Atho
Mudzhar, /slam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach (Jakarta: Office of
Religious Research and Development and Training Ministry of Religious Affairs Republic of
Indonesia, 2003), 94-95.

'8Lihat misalnya dalam Muhammad Abu Zahrah, a/-Mirath “inda al-Ja‘fariyyah (Kairo:
Jami’ah al-Duwal al-*Arabiyyah, 1955); Anderson, /slamic law., 66-69.
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disertasi ini tidak mencakup hukum kewarisan dan fugaha’ Syi’ah, kecuali yang
secara eksplisit disebutkan sebagai hukum kewarisan dan fugaha’ Syi’ah."’

Penelitian ini tidak mempersempit obyek kajian pada satu mazhab
tertentu, misalnya mazhab al-Syafi'i yang dianut kebanyakan warga muslim
Indonesia, karena dalam persoalan patrilinealitas hukum kewarisan, mazhab-
mazhab figh selain Syi’ah mempunyai persamaan yang hampir sepenuhnya,
sehingga pembatasan pada salah satu mazhab saja secara akademis tidak memiliki
alasan.

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa disertasi ini akan mengelaborasi
ketentuan-ketentuan bercorak patrilineal dalam hukum kewarisan Islam serta
bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dikonstruk.® Karena itu, disertasi ini
tidak akan menyentuh hak kewarisan suami dan istri karena keduanya bukanlah
ahli waris yang disebabkan hubungan kekerabatan, juga tidak mengkaji persoalan

besaran bagian yang telah ditentukan (furud), yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6,

Ypenggunaan istilah “Syi’ah” dan “Sunni” lazim digunakan dalam studi hukum Islam.
Istilah “Sunni” pun lazim digunakan untuk menunjuk empat mazhab yang dominan, yakni Hanafi,
Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Lihat, misalnya, kajian-kajian Wael B. Hallaq, A History of Islamic
Legal Theories. an Introduction to Sunni Usul al-Figh (Cambridge: Cambridge University Press,
1997); “Non-Analogical Arguments in Sunni Juridical Qiyas” dalam Arabica, 36 (Leiden, 1989),
286-306; “On the Authoritativeness of Sunni Consensus” dalam /nternational Jurnal of Middle
East Sudies, 18 (New York, 1986), 427-454 dan “On Inductive Corroboration, Probability and
Certainty in Sunni Legal Thought” dalam N.L. Heer (ed.), /slamic Law and Jurisprudence (Seattle
& London: 1990), 3-31. Juga kajian N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburg: Edinburg
University Press, 1994), 86 dst.; J.N.D. Anderson, /slamic Law., 59-80; lan Edge (ed.), /slamic
Law and Legal Theory (Aldershot: Darmouth Publishing Company, 1996), 326; serta disertasi
Hammadi Dhuwayb, Jagal al-Usul wa al-Wagqi“ (Haziran: Dar al-Madar al-Islami), 53-79.

¥Dalam kegiatan penemuan hukum, ada dua metode yang digunakan, yaitu interpretasi
dan konstruksi. Istilah interpretasi digunakan ketika penemuan hukum tersebut dilakukan dengan
menafsirkan bunyi teks. Sedangkan istilah konstruksi digunakan ketika penemuan hukum tidak
hanya dengan menafsirkan bunyi teks melainkan dengan penalaran logis yang tidak lagi berpegang
pada bunyi teks. Lihat pembahasan tentang dua metode penemuan hukum tersebut dalam Achmad
Ali, Manguak Tabir Hukum (Suatu Kafian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta: Gunung Agung,
2002), 155-190.
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maupun perbandingan perolehan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak pula
akan melihat persoalan hubungan antara kewarisan dan wasiat.

Perlu pula digarisbawahi bahwa karena fokus disertasi ini adalah
konstruksi patrilineal dalam hukum kewarisan Islam maka yang menjadi bagian
dari perhatian disertasi ini adalah hubungan antara patrilinealitas hukum
kewarisan Islam dengan sistem kekerabatan patrilineal Arab, bukan hubungannya
dengan sistem kewarisan Arab pra-Islam. Meskipun terdapat hubungan yang
sangat erat antara sistem kewarisan suatu masyarakat dengan sistem
kekerabatannya namun dua masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang
sama bisa berbeda hukum kewarisan keduanya pada tingkat detil-detilnya. Dua
masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, misalnya, sama-sama
akan memiliki hukum kewarisan yang bersifat patrilineal. Namun detil-detil
hukum kewarisan dalam dua masyarakat tersebut belum tentu sama.'® Dengan
demikian, hukum kewarisan Islam bisa saja berbeda dengan hukum kewarisan
Arab pra-Islam, namun perbedaan tersebut tidak meniscayakan tidak adanya
keterkaitan antara patrilinealitas hukum kewarisan Islam dengan sistem

kekerabatan patrilineal Arab.

. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas sudah dapat diketahui fokus disertasi ini, yaitu
dasar dan penalaran corak patrilineal hukum kewarisan Islam dan hubungannya
dengan sistem kekerabatan masyarakat Arab. Secara lebih operasional, masalah

itu dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

YHazairin, Hukum Kewarisan., 15-16.
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1. Apa saja ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan Islam?

2. Bagaimana dalil-dalil dan penalaran hukum fugaha’ dalam mengkonstruksi
ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan Islam?

3. Bagaimana tingkat kekuatan ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum

kewarisan Islam ?

D. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini memiliki tujuan pokok untuk menemukan jawaban dari
masalah yang ada dalam rumusan masalah di atas. Tujuan pokok tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih mendalam mengenai ketentuan-ketentuan patrilineal dalam
hukum kewarisan Islam ;

2. Mengetahui secara mendalam konstruksi hukum yang dilakukan fugaha’
sehingga lahir ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan;

3. Menganalisis tingkat kekuatan dalil-dalil dan penalaran hukum fugaha’ dalam
mengkonstruksi ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan
Islam.

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh kegunaan dan manfaat
lebih lanjut, antara lain:

1. Secara teoritis, diharapkan akan diketahui dengan jelas ketentuan-ketentuan
apa saja dalam hukum kewarisan Islam yang bersifat patrilineal. Lebih jauh
diharapkan akan diketahui seberapa jauh dukungan rass terhadap
patrilinealitas tersebut. Sebuah n7ass memiliki dua sisi, yaitu sisi thubut/wurud

dan sisi dalalah. Dari sisi thubut/wurudhya, melalui penelitian ini diharapkan
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akan diketahui seberapa kuat nass-nass yang dijadikan dasar. Sementara dari
sisi dalalaimya, diharapkan akan diketahui tingkat akurasi penalaran fugaha’
dan konstruksi hukum yang mereka lakukan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi
upaya pengembangan hukum kewarisan Islam yang lebih membumi dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat Muslim serta bisa diterapkan secara

konsisten, tanpa ada upaya-upaya penghindaran yang tidak jujur.

E. Pendekatan Penelitian

Para teoritisi hukum Islam (usuli) mendefinisikan hukum sebagai k#itab
Allah mengenai perbuatan manusia yang mukallaf, baik A#/tab itu berisi tuntutan
(igtida’), alternasi (takhyir) maupun penetapan hubungan (wad*). Yang dimaksud
dengan khitab dalam definisi tersebut adalah kalam nafsi, yaitu perkataan Allah
yang ada pada Zat-Nya (atau “pikiran”-Nya). Dengan kata lain, hukum yang
dimaksudkan oleh para teoritisi hukum Islam adalah Kehendak Allah yang ada “di
sana” dan bersifat abstrak. Karena itulah, para wsuli menyatakan bahwa hukum
bersifat gadim, yaitu sudah ada sejak zaman azali. Beberapa penulis ushul figh
bahkan mengeksplisitkan pengertian ini dalam definisi hukum yang mereka
kemukakan. Al-Qarafi, misalnya, menyatakan bahwa hukum syar’i adalah &#itab
llahi yang bersifat gadim yang ditujukan kepada perbuatan mukallaf dan berisi

tuntutan dan alternasi.?® Al-Razi juga menegaskan bahwa meskipun obyek hukum,

2ghihab al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarrafi, Sharh Tangih al-Fusul fi
Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul, (Kairo: Dar al-Fikr, 1973), 68.
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yakni perbuatan manusia, bersifat baru (haditf;) namun hukum itu sendiri bersifat
gadim karena merupakan kalam Allah, dan kalam Allah itu gadim.*

Dengan menisbatkan hukum kepada Tuhan, maka manusia tidak
berwenang membuat atau menetapkan hukum. Tugas dan wewenang manusia
bukanlah menetapkan hukum (muthbit), melainkan menemukan hukum (muzhir)
melalui petunjuk atau tanda-tanda hukum (a@al/il/imarah/‘alamah), baik berupa nass
ataupun dalil-dalil lain tertentu, yang diberikan oleh Pembuat hukum (a/-Hakim),
yakni Allah.?

Sejalan dengan pandangan bahwa satu-satunya pembuat hukum (a/-
Hakim) adalah Tuhan dan hukum adalah A#itab-Nya maka para penganut apa yang
disebut sebagai teori subyektifisme-teistik”® menyatakan bahwa hukum hanya
dapat diketahui melalui wahyu yang dibakukan dalam teks-teks yang dilaporkan
dari Nabi saw. berupa al-Qur’an dan Sunnahnya. Kata-kata tersebut merupakan
sumber pokok hukum dan disebut dalil. Karena itu, analisis hukum sebagian
besarnya terfokus pada analisis teks-teks tersebut. Baik, buruk, wajib, haram dan
sebagainya ditentukan berdasarkan atas analisis teks-teks tersebut. Pendapat ini
dipengaruhi oleh aliran al-Ash‘ariyyah yang dominan di kalangan umat Islam yang

berpandangan bahwa nilai suatu perbuatan ditentukan oleh wahyu. Tanpa adanya

2'Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahsul fi “Ilm al-Usul (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1988),
89-91.

2Syamsul Anwar, “Epistemologi...”, 72; dan Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, Ghayah al-
Wusul ila Daga’iq “lim al-Usul (ttp.: al-Sa’adah, 1979) 122-123.

%Nama ini diberikan oleh George F. Hourani dalam karyanya /sfamic Rationalism.: The
Ethics of ‘Abd al-Jabbar. Lihat Anwar, “Epistemologi...”, 74, dan Ratno Lukito, Pergumulan
antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), 16-17. Bandingkan dengan
Muhammad Hasyim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Cambridge: The Islamic Text
Society, 1991), 343-344.
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wahyu, perbuatan manusia hampa nilai. Nilai suatu perbuatan bukan sesuatu yang
melekat pada perbuatan itu melainkan diberikan oleh wahyu.*

Berbeda dengan pandangan di atas, aliran lain yang direpresentasikan
oleh Mu’tazilah memandang bahwa nilai suatu perbuatan telah melekat pada
perbuatan tersebut. Andai pun wahyu tidak ada, perbuatan tersebut sudah
mempunyai nilai. Wahyu tidak berfungsi menciptakan nilai, melainkan hanya
memberitahukan nilai tersebut. Karena nilai telah melekat pada perbuatan maka
selain dengan wahyu, nilai tersebut dapat diketahui pula dengan akal. Akal dapat
mengetahui nilai suatu perbuatan, dan wahyu berfungsi sebagai konfirmasi,
disamping pemberi informasi.”® Berpijak pada pandangan ini maka para penganut
apa yang disebut teori obyektifisme-rasionalistik?® berpendapat bahwa, di samping
wahyu, sebagian besar hukum dapat diketahui oleh akal tanpa bantuan wahyu.
Hukum bersifat obyektif dan telah melekat pada realitas perbuatan manusia.
Karena itu, aliran ini mengarahkan analisisnya pada realitas untuk menemukan
patokan hukum, yaitu maslahah dan mafsadah. Demi keadilan-Nya, demikian
logika aliran ini, Tuhan menghendaki kebaikan, karena itu Dia pun pasti
memerintahkan yang mas/ahah,; dan Dia tidak menghendaki keburukan, karenanya
Dia pasti melarang yang mafsadah. Dengan demikian, wajib, haram, mubah dan
lain-lain dapat diketahui oleh akal dengan mempertimbangkan nilai-nilai

kemaslahatan dan kemafsadatannya.

*Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, (ttp.: Dar al-Fikr al-*Arabiy, tth.), 73.
3 Ibid., 72.
% Anwar, “Epistemologi...”, 74-75; dan Kamali, 7#e Principles., 344-345.
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Abu al-Husayn al-Basri al-Mu‘tazili dalam karyanya a/-Mu‘tamad fi Usul
al-Figh, sebagaimana dikutip Syamsul Anwar,”” menjelaskan cara kerja penemuan
hukum aliran ini,

Apabila seorang mujtahid hendak mengetahui hukum suatu kasus ia harus
menyelidiki lebih dahulu bagaimana hukum kasus itu menurut akal,
kemudian menyelidiki apakah hukum akal tersebut telah berubah karena
adanya dalil nagli. Jika tidak ada, dipertahankan hukum akal itu dan jika
ada dipegangi hukum baru yang ditentukan oleh dalil nag// tersebut.

Walaupun aliran obyektifisme-rasionalistik memberikan penghargaan
yang tinggi kepada akal, tetapi keputusan yang diberikan oleh akal tersebut tidak
serta-merta diterima. Seperti dikemukakan al-Basri di atas, keputusan akal
tersebut harus di-crosscheck dengan dalil nag/i. Jika ditemukan dalil nagli yang
telah menetapkan hukum persoalan tersebut, maka ketetapan dalil nagli
tersebutlah yang dipegangi. Baru jika tidak ditemukan dalil nag/mya, keputusan
akal itu dipegangi. Dengan demikian, otoritas untuk menentukan hukum menurut
aliran ini pun tetap ada pada 7ass.

Sebaliknya, aliran subyektifisme-teistik pada perkembangannya kemudian
mengambil beberapa bagian teori aliran obyektifisme-rasionalistik, yaitu teori
maslahah dan mafsadah. Para penulis ushul figh modern menjelaskan alasan
digunakannya prinsip ini. Menurut mereka, penggunaan prinsip tersebut tidak
dapat dihindarkan mengingat jumlah nass terbatas sementara persoalan baru terus
muncul seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi. Di sisi

lain, berdasarkan penelitian terhadap »nass, syari’at Islam bertujuan untuk

%7 Anwar, “Epistemologi...”, 75
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mewujudkan /maslahah dan menghindari atau menghilangkan/ meminimalisir
mafsadah?®

Penggunaan wahyu sebagai media untuk mengetahui hukum merupakan
keniscayaan karena hukum dalam Islam adalah hukum Tuhan. Namun pemahaman
terhadap wahyu dalam hubungannya dengan realitas membutuhkan penggunaan
akal. Memahami nass-nass yang berbicara mengenai hukum-hukum realitas
tertentu dibutuhkan penggunaan akal, baik dalam rangka menerapkannya pada
realitas tersebut maupun untuk memahami sisi-sisi historisitas 71ass-nass tersebut.
Begitu pula ketika wahyu tidak memberikan penjelasan secara eksplisit dan
spesifik mengenai persoalan, maka penggunaan akal pun dibutuhkan guna
memahami karakter persoalan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangan aspek
maslahah dan mafsada/mya sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Pengakuan terhadap wahyu dan akal sebagai media untuk mengetahui
hukum Tuhan lebih lanjut diwujudkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah
ijtihad. Secara garis besar, terdapat dua macam kaidah dalam ijtihad, yaitu kaidah-
kaidah kebahasaan (al-gawa‘id al-usuliyyah al-lughawiyyah) dan kaidah-kaidah
penetapan hukum yang melibatkan pertimbangan kemaslahatan (a/-gawa‘id al-
usuliyyah al-tashri‘iyyah).

Al-gawa‘id al-lughawiyyah disebut oleh al-Ghazali sebagai pilar utama
ushul figh.? Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber-sumber hukum

Islam adalah rass-nass berbahasa Arab, yakni al-Qur’an dan Hadis. Karena itu

%8<Abd al-Wahhab Khallaf, “//m Usul al-Figh (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyyah),
85-86.

» Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min “lim al-Usul
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘1lmiyyah, 2008) 287.
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meskipun pendekatan kebahasaan semata tidak memadai sehingga diperlukan
pendekatan kemaslahatan dengan menganalisis realitas persoalan, namun
pendekatan kebahasaan tetap harus digunakan. Urgensi pendekatan kebahasaan
dalam memahami al-Qur’an dan Hadis juga disadari oleh para pemikir muslim
kontemporer seperti Mohammed Arkoun, Ali Harb, Muhammad Abid al-Jabiri dan
Muhammad Syahrur. ** Hanya saja, penggunaan pendekatan bahasa harus
dilakukan dengan memperhatikan prinsip intratekstualitas, yaitu memaknai
sebuah ayat atau teks dengan melihat keterkaitan dan hubungannya dengan kata
atau ayat lain.*" Intratekstualitas menuntut perlakuan dan pembacaan terhadap
sebuah teks secara holistik dan tidak atomistik. Aass-nass seputar kewarisan,
misalnya, harus dibaca dengan cara dihubungkan antara satu dengan yang lain,
serta dihubungkan pula dengan nass-nass mengenai persoalan yang terkait dan
prinsip-prinsip syariat Islam secara umum.

Realitas sejarah menunjukkan bahwa dalam ijtihadnya untuk menemukan
hukum Tuhan, seorang mujtahid tidak dapat sepenuhnya terbebas dari
subyektifitas. Faktor-faktor ekstratekstual seperti adat kebiasaan masyarakat
(‘urf), baik sengaja dipertimbangkan oleh mujtahid maupun tidak, dapat
berpengaruh terhadap penalaran mereka dan hasil ijtihadnya. Berbagai perbedaan

pendapat di antara fugaha’ sebagian disebabkan oleh perbedaan faktor sosial

*\mam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali
Pers, 2006), 44.

#1Syahrur menyebut metode tersebut dengan istilah zarzi/. Lihat Muhammad Shahrur, a/-
Kitab wa al-Quran: Qira’ah Mu‘asirah, (Damaskus: al-Ahali, 1990), 196-197; Sahiron
Syamsuddin, “Metode Intratekstual Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur’an” dalam A.
Mustagim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), Studi al-Qur’an Kontemporer, Wacana Baru berbagai
Metodologi Tafsir (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 137.
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budaya yang melatarbelakanginya. Karena itulah di antara para wusuliyyin dan
fugaha’ dikenal sebuah kaidah yang diterima secara luas, yang menyatakan

=y wslgally 21y 2y i pSSY1 s S Y

Tidak diingkari adanya perubahan hukum dan fatwa karena
perubahan masa, tempat, adat dan keadaan.*

Kaidah ini merupakan pengakuan bahwa sebuah hasil ijtihad dipengaruhi
oleh waktu, tempat, adat dan kondisi yang melatarbelakangi kelahiran sebuah
produk hukum. Ijtihad para mujtahid yang menghasilkan bangunan hukum
kewarisan yang bercorak patrilineal sangat mungkin dipengaruhi oleh sistem
kekerabatan di mana mereka hidup. Karena itu, dalam mengkaji patrilinealitas
hukum kewarisan mereka, perspektif sosiohistoris juga perlu digunakan di
samping ushul figh.

Hubungan antara nass, istinbat yang dilakukan fugaha’ dan relitas sosial
di mana fugaha’ hidup dan melakukan /stinbat dapat digambarkan dalam skema

berikut ini.

Nass al-Qur’an
dan Hadis

m - Realitas Sosial
(Sistem Kekerabatan)

s N\

Hukum Kewarisan
Islam

®|bn Qayyim al-Jawziyyah, //am al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-
Qalam, 1982), III: 4.
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Secara teoretis, dalam berijtihad dimungkinkan untuk mengakomodasi
sistem kekerabatan masyarakat sebagai bagian dari ‘wrfatau adat kebiasaan satu
masyarakat. Dimungkinkannya akomodasi ini berdasarkan asumsi bahwa
akomodasi tersebut akan memberikan kemudahan dan pengabaiannya akan
menimbulkan mudarat atau kesempitan bagi mereka.*®* Dengan demikian, hasil
ijtihad yang mengakomodasi ‘vrfmemiliki sifat lokal dan temporal. Artinya, hasil
ijtihad tersebut tidak dapat begitu saja diterapkan ketika ‘wrf dalam masyarakat
telah berubah atau berbeda. Kedudukan “urfjuga tidak bersifat mandiri. Artinya,
‘urf tidak dapat diakomodasi atau dijadikan pertimbangan hukum jika

bertentangan dengan rass

. Telaah Pustaka

Sebagai bagian yang melekat dalam hukum Islam maka sangat banyak
karya yang mengupas persoalan kewarisan. Setiap karya figh dari mazhab
manapun di dalamnya selalu ada bagian yang membahas persoalan
kewarisan.Bahkan tidak sedikit pula karya-karya figh, baik klasik maupun
kontemporer, yang secara khusus membahas hukum kewarisan, seperti Sharh al-
Sayyid al-Sharif ‘ala al-Sirajiyyah karya ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani, yang
merupakan Kitab paling awal dalam mazhab Hanafi, dan Matn al-Rahbaniyyah,
sebuah kitab berbentuk nazham yang ditulis oleh Abu ‘Abd Allah Muhammad bin
‘Ali bin al-Husayn al-Rahbi, yang sangat terkenal di kalangan Mazhab Syafi’i.

Karena posisinya ini kemudian banyak bermunculan kitab yang memberikan sharh

$3<Abd al-Karim Zaydan, a/-Wajiz fi Usul al-Figh (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2009),
203.

% Abu Zahrah, Usul al-Figh, 247-248
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dan hashiyyah. Salah satu kitab sharfmya yang cukup terkenal adalah a/-Fawa’id
al-Shanshuriyyahyang ditulis oleh ‘Abd Allah al-Shanshuri al-Shafi‘i.

Al-Mawarith fi al-Shari‘ah al-1slamiyyah karya Hasanayn Muhammad
Mahluf*® dapat dianggap sebagai kitab mutakhir paling komprehensif dalam
bidang hukum kewarisan. Karya seorang mufti Mesir yang selesai ditulis pada
tahun 1954 ini dibuat dengan uraian yang sistematis dan jelas. Dalam setiap
persoalan yang dibahas selalu dikemukakan pendapat-pendapat fugaha’, di
samping disebutkan pula ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang
Hukum Kewarisan Mesir.

Karya kontemporer lain adalah a/-Mirath al-Mugaran karya Muhammad
‘Abd al-Rahman al-Kishka,*® Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith karya Muhammad
Abu Zahrah,*" A/-Mawarith wa al-Wasiyyah wa al-Hibah fi al-Shari‘ah al-
Islamiyyah wa al-Qanun karya Badran Abu al-‘Aynayn Badran,® a/-Mawarith fi
al-Shari‘ah al-Islamiyyah fi Daw’ al-Kitab wa al-Sunnah karya Muhammad “Ali
Al-Sabuni, ** dan Ahkam al-Mawarith bayna al-Figh wa al-QOanun karya
Muhammad Shalabi.*

Para ahli hukum Islam Indonesia juga telah melahirkan karya-karya

dalam bidang hukum kewarisan Islam. Di antaranya adalah sebuah karya yang

SMahluf, al-Mawarith.

*Muhammad ‘Abd al-Rahim al-Kishka, a/-Mirath al-Mugaran (Bagdad: Dar al-Nazir li al-
Tiba‘ah wa al-Nashr, 1969).

$"Muhammad Abu Zahrah, Ahkam al- Tirkat wa al-Mawarith (Kairo: Dar al-Fikr, 1963).

% Badran Abu al-‘Aynayn Badran, A/-Mawarith wa al-Wasiyyah wa al-Hibah fi al-
Shari‘ah al-1slamiyyah wa al-Qanun (Iskandariyah: Mu’assasah Shabab al-Jami‘ah, tth).

¥Muhammad “Ali al-Sabuni, al-Mawarith fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah fi Daw’ al-Kitab
wa al-Sunnah (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1985).

““Muhammad Shalabi, Ahkam al-Mawarith bayna al-Figh wa al-Qanun. Beirut: Dar al-
Nahdah, 1398/1978.
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hingga kini merupakan karya paling komprehensif dalam bidang hukum kewarisan
Islam, yaitu //mu Waris yang ditulis oleh Fatchur Rahman.** Karya lain adalah
tulisan A. Sukris Sarmadi yang berjudul 7ransendensi Keadilan Hukum Waris
Islam Transformatif ** Belum lama ini juga lahir karya bagus dengan judul
Hukum Kewarisan Islamyang ditulis oleh Amir Syarifuddin.*®

Semua yang disebutkan di atas adalah karya-karya yang memaparkan
persoalan-persoalan hukum kewarisan, baik dengan perspektif satu mazhab
maupun perspektif berbagai mazhab. Tetapi sejauh ini belum ditemukan satu
karya yang mempersoalkan dan mengkaji sistem kekerabatan apa yang melandasi
hukum kewarisan tersebut. Bahkan pemikiran Muhammad Shahrur seputar
kewarisan Islam pun, sebuah pemikiran yang cukup komprehensif, sama sekali
tidak menyoroti persoalan ini. la memang menawarkan rumusan baru hukum
kewarisan Islam yang sangat berbeda, tetapi tidak ada sorotan terhadap persoalan
sistem kekerabatan dalam hukum kewarisan Islam. %

Begitu pula, sebuah kajian kritis yang ditulis oleh David S. Powers.
Kajian ini menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap ayat-ayat kewarisan dan
merekonstruksi hukum kewarisan Islam. Hasil pembacaannya itu ia sebut sebagai

hukum kewarisan Islam prototo atau as/i. Sedangkan hukum kewarisan Islam yang

“'Fatchur Rahman, //mu Waris (Bandung: Alma’arif, 1981). Al Yasa Abubakar menyebut
buku ini sebagai fikih kewarisan paling tebal di Indonesia. Lihat Al Yasa Abubakar Ahli Waris
Sepertalian Darah.: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab
(Jakarta: INIS, 1998), 6, footnote no. 11.

2 Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif (Jakarta:
Rajawali Pres s, 1997).

“Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004).

“Lihat dalam beberapa karyanya, a/-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah (Siria: al-
Ahali, 1990), 602; Nahwa Usul Jadidah Ii al-Figh al-Islami (Damaskus: al-Ahali, 2000), 317-429;
dan al-Iman wa al-Islam Mandhumat al-Qiyam (Damaskus: al-Ahali, 1996), 47-99.
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dikenal selama ini adalah hukum kewarisan hasil pembacaan yang dipengaruhi
oleh faktor-faktor sosio-politik. Menurutnya, konstruksi hukum kewarisan Islam
tidaklah murni didasarkan pada al-Qur'an. Terjadi proses transformasi dari hukum
kewarisan Islam prototo menjadi hukum kewarisan Islam (7/m al-fara’id).
Pembacaan al-Qur'an yang dilakukan umat Islam setelah wafatnya Nabi sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial dan ekonomi pada masa awal Islam

I.*> Namun demikian, tidak ditemukan sama sekali

segera setelah wafatnya Rasu
pembahasan tentang patrilinealitas hukum kewarisan Islam dalam karya ini.
Patrilinealitas hukum kewarisan Sunni dikemukakan oleh James Norman
Dalrymple Anderson dalam Kkaryanya /slamic Law in the Modern World.
Menurutnya, al-Qur’an sebetulnya telah memperkenalkan hukum kewarisan baru
yang memberikan bagian-bagian tertentu kepada kerabat perempuan. Namun
fugaha’ Sunni hanya menganggap hukum yang diberikan al-Qur’an tersebut
sebagai tambahan bagi sistem hukum kewarisan Arab pra-Islam yang bersifat
patrilineal. *® Lebih lanjut Anderson mengatakan bahwa hukum kewarisan
patrilineal cocok untuk diterapkan dalam masyarakat kesukuan tetapi sama sekali
tidak cocok bagi masyarakat modern.*” Apa yang dikemukakan Anderson ini
relevan dengan tema disertasi ini, hanya saja pemaparannya sangat singkat serta

tidak dimaksudkan untuk memberikan analisis terhadap patrilinealitas hukum

kewarisan Islam.

“*David S. Powers, Studies in al-Qur’an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of
Inheritence (Calofornia: University of California Press, 1986), terutama halaman 141-256.

“sAnderson, /slamic Law., 63.

" Ibid., 79.
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Patrilinealitas hukum kewarisan Islam juga diangkat oleh seorang ahli
hukum adat Indonesia, yaitu Hazairin. Dalam karyanya Hukum Kewarisan
Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadith, ia mengatakan bahwa hukum kewarisan
Islam Sunni terbentuk dalam masyarakat kebudayaan Arab yang bersendikan
sistem kekeluargaan patrilineal. Karena itu, menurutnya, dapat dimengerti jika
hukum kewarisan Islam Sunni pun bercorak patrilineal. Dengan pendekatan
antropologi, Hazairin menyimpulkan bahwa hukum kewarisan Sunni bersifat
patrilineal dan sistem kekerabatan menurut al-Qur’an adalah bilateral. Namun
Hazairin tidak melakukan kajian terhadap /stinbat hukum yang dilakukan oleh
fugaha’, yang melahirkan hukum kewarisan yang bersifat patrilineal. 1a pun tidak
menunjukkan bagaimana sistem kekerabatan patrilineal Arab ‘bekerja’ dalam
memengaruhi /stinbat hukum yang dilakukan fugaha’.*®

Pendapat Hazairin ini mendapat perhatian dari beberapa penulis. Al Yasa
Abubakar, misalnya, menulis disertasi yang telah diterbitkan dengan judul AA/i
Waris Sepertalian Darah: Kafian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan
Penalaran Figih Madzhab. Dalam disertasinya ini Al Yasa Abubakar lebih banyak
mengelaborasi pemikiran-pemikiran Hazairin seputar kewarisan Islam secara
menyeluruh dan melacak pemikiran-pemikiran tersebut dalam khazanah tafsir,
sharh hadis dan figh. Berkaitan dengan penilaian Hazairin bahwa hukum
kewarisan Islam Sunni bersifat patrilineal, Abubakar berpendapat bahwa penilaian
Hazairin tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, kriteria bilateral yang dibuat oleh

Hazairin ditemukan juga dalam hukum kewarisan Islam Sunni. Karena itu,

®BHazairin, Hukum Kewarisan., 1-2, 11-14, 33-34.
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menurut Al Yasa, lebih tepat jika dikatakan bahwa pendapat Hazairin lebih
bilateral daripada pendapat fugaha’ Sunni, atau pendapat fugaha’ Sunni lebih
patrilineal daripada pendapat Hazairin.*°

Gagasan orisinal Hazairin yang menggunakan pendekatan antropologi
tersebut mengundang perdebatan. Moh. Dja’far dalam disertasiya yang diterbitkan
dengan judul Polemik Hukum Waris Perdebatan antara Prof. Dr. Hazairin dan
Abhlus Sunnaf® merekam perdebatan antara Hazairin dengan Toha Yahya Omar
dan Mahmud Yunus. Tampak sekali, keberatan-keberatan keduanya dipicu oleh
pendekatan antropologi yang digunakan Hazairin dan kekurangannya dalam
merunut penalaran (/stinbaf) fugaha’ dan untuk selanjutnya memperkuat
gagasannya dengan metode /st/inbatya sendiri. Moh. Dja’far sendiri sebagai
penulis disertasi cenderung mengkritik Hazairin. Dia menyimpulkan bahwa
Hazairin melihat kebilateralan al-Qur’an dengan berorientasi pada hukum adat.*

Ditemukan sejumlah kajian lain yang berdekatan dengan fokus penelitian
ini namun tidak bersinggungan dengan /stinbat hukum fugaha’ terkait dengan
patrilinealitas hukum kewarisan mereka. Di antaranya adalah kajian-kajian seputar
sistem kekerabatan menurut al-Qur’an dan sistem kekerabatan yang berlaku dalam
masyarakat Arab di mana hukum kewarisan Islam lahir. Disertasi Waryani Fajar

Riyanto dengan judul Sistem Kekerabatan dalam al-Qur’an. Perspektif

“Abubakar, AAli Waris., 22,

%Moh. Dja’far, Polemik Hukum Waris Perdebatan antara Prof. Dr. Hazairin dan Ahlus
Sunnah (Jakarta: Kencana Mas, 2007).

S bid., 207-209. Penolakan di atas tampaknya, sebagaimana dikatakan Mahsun Fuad,
pemikiran Hazairin tidak didukung oleh metodologi hukum Islam. Sebagai seorang ahli hukum
adat, bukan ahli hukum Islam, Hazairin mungkin tidak begitu akrab dengan teori hukum Islam.
Lihat Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris
(Yogyakarta: LKiS, 2005), 75-84.
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Antropolinguistik merupakan kajian paling mendalam mengenai tema ini. Di
dalamnya dipaparkan sistem kekerabatan Arab dan dikaji sistem kekerabatan yang
didukung al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan antropolinguistik, dan
menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan menurut al-Qur’an adalah bilateral-
spiritual-sosiologis. Meskipun mengemukakan implikasi kesimpulan itu terhadap
hukum perkawinan dan hukum kewarisan, namun disertasi tersebut tidak
menawarkan sistem kewarisan baru dan tidak pula melakukan kajian tentang
istinbat hukum fugaha’ dalam merumuskan hukum kewarisan yang bersifat
patrilineal, karena memang dua persoalan ini bukan menjadi tujuan disertasi
tersebut.

Tulisan lain mengenai sistem kekerabatan al-Qur’an dibuat oleh Al Fitri
dengan judul Sisterm Kekerabatan menurut al-Qur’an dan Implikasinya terhadap
Sistem Kewarisan (Tinjauan Perspektif Ayat-ayat Ahkam). Namun tulisan ini
sangat sederhana dan hanya mengutip pendapat Hazairin tanpa ada analisis dan
pengembangan.*®

Kajian lain yang berdekatan dengan fokus penelitian ini adalah kajian
tentang ahli waris pengganti. A Sukris Sarmadi dalam sebuah bukunya yang diberi
judul Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi
Hukum Islam mengkaji ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dengan teori-teori hukum Islam yang dipandangnya sebagai

teori hukum progresif. Dengan perspektif tersebut dia berkesimpulan bahwa ahli

2 Waryani Fajar Riyanto, Sistem Kekerabatan dalam al-Qur'an: Perspektif
Antropolinguistik (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

3Al Fitri, “Sistem Kekerabatan menurut al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Sistem
Kewarisan (Tinjauan Perspektif Ayat-ayat Ahkam)” dalam http://badilag.net/data/ ARTIKEL/
SISTEM%20KEKERABATAN%20MENURUT%20AL%20QURAN.pdf (18 Shafar 1433).
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waris pengganti dalam KHI memiliki dasar yang baik untuk diterapkan dalam
sistem kewarisan Islam di Indonesia.* Berlawanan dengan kesimpulan Sarmadi
ini, Habiburrahman dalam disertasinya yang diterbitkan dengan judul
Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia justru berkesimpulan bahwa
ketentuan tentang ahli waris pengganti tampaknya tidak bersumber pada rass,
ijtihad hukumnya amat lemah dan karenanya harus ditolak. Kesimpulan ini
menurutnya dihasilkan dengan analisis yang menggunakan teori kredo dan teori
kedaulatan Tuhan a/a al-Maududi. ®® Bermaksud menyanggah kesimpulan
Habiburrahman, Muhamad Isna Wahyudi menulis artikel yang diberi judul
Keadlilan Konsep Ahli Waris Pengganti. Namun tulisan singkat yang lebih banyak
mengungkap gagasan Hazairin ini tidak cukup berhasil mencapai tujuannya karena

sama sekali tidak ada anilisis mendalam dan komprehensif.®

* ASukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam
Kompilasi Hukum Islam (Y ogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

SSHabiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2011) 188.

%Muhamad Isna Wahyudi, “Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti” dalam http://www.

badilag.net/artikel/6325-keadilan-konsep-ahli-waris-pengganti-oleh--muhamad-isna-wahyudi--
1510.pdf (10 Rabi’ul Awwal 1435).
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Dari sejumlah kajian yang dikemukakan di atas, sejauh ini belum
ditemukan kajian terhadap /stinbat hukum yang dilakukan oleh fuqaha’, /stinbat
mana telah melahirkan konstruk patrilineal dalam hukum kewarisan Islam. Baik
dengan pendekatan antropologi (seandainya itu mungkin) maupun pendekatan
yang lain, Hazairin belum melakukan kajian ini. Begitu pula Al Yasa Abubakar.
Dia telah melacak pembacaan-pembacaan ahli tafsir, hadis dan figh terhadap dalil-
dalil yang dibaca ulang oleh Hazairin, namun tidak mengkaji bagaimana fugaha’
mengkonstruk patrilinealitas hukum kewarisan Islam, dan mendekatinya dengan
pendekatan antropologi (sistem kekerabatan). Kajian-kajian lain pun sebatas
mengkaji ketentuan tentang ahli waris pengganti tanpa menunjukkan kelemahan
prinsip derajat kekerabatan sebagai alasan akademis ditinggalkannya prinsip ini
dan digunakannya mekanisme penggantian tempat.

Dengan demikian, penelitian disertasi ini merupakan penelitian yang
baru dan hasilnya dapat menjadi landasan atau pertimbangan akademis bagi
gagasan hukum kewarisan Islam bilateral dan pemberlakuannya di lingkungan
Peradilan Agama, dan secara lebih luas dapat menjadi pertimbangan para
pemangku otoritas hukum Islam untuk menerima hukum kewarisan bilateral

sebagai alternatif yang juga islami.

. Metode Penelitian

Sebagai sebuah penelitian pustaka, data-data yang dihimpun merupakan
data-data kepustakaan yang representatif dan relevan. Data-data tersebut
diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

sumber primer dan sumber skunder. Yang termasuk sumber primer adalah kitab-
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kitab figh (khususnya hukum kewarisan Islam). Akan tetapi, karena figh
dirumuskan dengan menggunakan dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadis, maka al-
Qur’an dan hadis pun menjadi sumber primer, begitu pula tafsir dan sAar/ hadis
yang ditulis oleh penulis yang berafiliasi dalam satu mazhab figh.

Sedangkan yang dijadikan sumber sekunder adalah karya-karya tentang
hukum kewarisan Islam yang ditulis oleh para penulis non-mazhab, dan karya-
karya keislaman maupun umum yang terkait dengan subjek-subjek tertentu dalam
hukum kewarisan.

Dalam pengumpulan data, peneliti memprioritaskan sumber-sumber
primer, dengan tetap memperhatikan sumber-sumber sekunder. Langkah ini
diambil karena sumber-sumber sekunder sangat penting untuk mengkritisi dan
menganalisis pemikiran fugaha’ yang menjadi obyek kajian ini.

Setelah terkumpul, data-data tersebut selanjutnya adalah diolah dengan
cara diklasifikasikan ke dalam beberapa item Klasifikasi Dalam setiap item
klasifikasi tersebut terdapat item-item yang merupakan subklasifikasi. Karena itu,
data-data itu juga dipisah-pisahkan sesuai dengan materi masing-masing item
subklasifikasi. Langkah-langkah ini ditempuh untuk mempermudah dan
mensistematisir analisis data selanjutnya.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analitis-kritis,
karena yang menjadi obyek penelitian adalah produk pemikiran manusia yang

terkandung dalam karya-karya tercetak.’” Karya-karya yang menjadi sumber data

"Nama lain yang sering digunakan adalah deskriptif-analitis. Namun nama ini kurang
menonjolkan aspek Kritis yang justru sangat penting dalam mengembangkan sintesis. Sebutan yang
lengkap sebenarnya adalah metode deskriptif-analitis-kritis, namun terdengar terlalu panjang,
sehingga disingkat menjadi analatis-kritis dengan aspek deskripsi sudah terkandung di dalamnya.



34

penelitian ini bisa berupa naskah primer maupun naskah sekunder. Naskah primer
adalah naskah yang memuat karangan atau gagasan asli seseorang, sedangkan
naskah sekunder adalah naskah yang ditulis seseorang yang memuat gagasan
orang lain. Dalam naskah sekunder sering juga termuat pembahasan dan kritik
seseorang terhadap gagasan orang lain. Gagasan yang terkandung dalam naskah
primer disebut sebagai gagasan primer, dan pembahasan serta kritik seseorang
terhadap gagasan orang lain yang termuat dalam naskah sekunder disebut gagasan
sekunder.>®

Dalam penelitian ini, yang dipandang sebagai naskah primer adalah
Kitab-kitab figh karya-karya fugaha’ mazhab. Gagasan-gagasan yang termuat
dalam Kitab-kitab tersebut dalam penelitian ini seluruhnya dipandang sebagai
gagasan primer meskipun bisa jadi berupa penjelasan terhadap gagasan fugaha’
lain. Hal ini karena penelitian ini menempatkan pemikiran fugaha’ mazhab
sebagai satu obyek, meskipun dalam satu mazhab terdapat banyak fugaha’ yang
tentu saja ada keragaman gagasan pada tingkat elaborasi. Sedangkan yang
dipandang sebagai naskah sekunder adalah karya-karya para penulis non-mazhab
yang memuat, membahas ataupun mengkritik pemikiran fugaha’ mazhab,
khususnya tentang ketentuan-ketentuan bercorak patrilineal dalam hukum
kewarisan.

Fokus penelitian analitis-kritis adalah mendeskripsikan, membahas, dan

mengkritik gagasan primer yang selanjutnya “dikonfrontasikan” dengan gagasan

Lihat Jujun S. Suriasumantri, “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari
Paradigma Kebersamaan” dalam M. Deden Ridwan (ed.), 7radisi Baru Penelitian Agama Islam
Tinjauan Antardisiplin /lmu, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2001), 68.
58 ;
1bid.
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primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan,
hubungan, dan pengembangan model. Karena itu, langkah-langkah dalam
penelitian analitis-kritis meliputi (1) mendeskripsikan gagasan primer yang
menjadi obyek penelitian, (2) membahas atau menafsirkan gagasan primer
tersebut (3) melakukan kritik terhadap gagasan primer yang telah ditafsirkan (4)
melakukan “studi analitik” dan (5) menarik kesimpulan.*

Sebagai langkah pertama, penelitian ini mendeskripsikan sebagai
gagasan primer ketentuan-ketentuan bercorak patrilineal sebagaimana yang
menjadi pendapat atau gagasan fugaha’ yang merupakan obyek penelitian.
Gagasan primer ini dapat diperoleh dari naskah primer dan dapat pula dari naskah
sekunder.

Langkah kedua adalah membahas ketentuan-ketentuan kewarisan
bercorak patrilineal, yang pada hakikatnya adalah memberikan semacam
penafsiran peneliti terhadap gagasan yang telah dideskripsikan. Untuk melengkapi
dan memperkaya pembahasan ini, peneliti akan memanfaatkan gagasan sekunder,
yakni hasil pembahasan orang lain yang melakukan hal yang sama terhadap
gagasan primer.

Langkah ketiga adalah melakukan kritik terhadap gagasan primer yang
telah ditafsirkan tersebut. Kritik ini dilakukan atas asumsi bahwa semua gagasan
manusia tidak sempurna dan dalam ketidaksempurnaan itu terkandung kelebihan

dan kekurangan. Sebagaimana dalam langkah kedua, dalam langkah ketiga ini

% 1bid, 69-71.
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gagasan sekunder yang berupa kritik juga dimanfaatkan sebagai bahan bandingan
dan pengayaan.

Langkah ketiga ini diiringi dengan langkah keempat, yaitu melakukan
“studi analitik” yang dalam penelitian (disertasi) ini dilakukan dalam bentuk studi
perbandingan dan studi hubungan. Studi perbandingan dilakukan dengan cara
mengkomparasikan pemikiran fugaha’ yang melahirkan hukum kewarisan
bercorak patrilineal dengan pemikiran para pemikir lain, seperti fugaha’ Syi’ah
dan Hazairin, untuk melihat perbedaan-perbedaan pemikiran di antara mereka dan
mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, khususnya dari sisi
metodologi yang mereka gunakan. Untuk ini, analisis dilakukan dengan
menggunakan pendekatan ushul figh sebagai pendekatan utama. Ini dipandang
tepat karena ushul figh merupakan teori yang melandasi dibangunnya figh.
Sedangkan studi hubungan dilakukan untuk mengkaji hubungan antara
patrilinealitas hukum kewarisan Islam dengan sistem kekerabatan masyarakat
Arab yang menjadi latar sosio-historis kelahirannya. Studi ini tentu tidak
memadai jika hanya menggunakan pendekatan ushul figh. Karena itu, penelitian
ini juga menggunakan pendekatan antropologi untuk memahami produk pemikiran
hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dalam hukum
kewarisan, dalam kaitannya dengan latar belakang sosio-kulturalnya. Pendekatan
ini digunakan dengan asumsi bahwa suatu pemikiran hukum Islam merupakan
hasil dari interaksi antara fugaha' dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-

politik mereka.®

 Mudzhar, /sfam and Islamic Law., 93.
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Selanjutnya, langkah terakhir dalam penelitian analitis-kritis adalah

menyimpulkan hasil penelitian.

Secara lebih jelas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

digambarkan dalam tabel berikut ini.

Islam

Teknik | Teknik
Permasalahan I_Data yang S engump | analisis Pende- Teori
dibutuhkan data pengump katan
ulan data| data

K etentuan- Pendapat- Kitab- Doku- Deskrip- | Norma: -
ketentuan pendapat kitabfigh | mentas | tif tif
patrilineal fugaha tentang
dalam hukum | kriteria ahli
kewarisan waris yang
Islam hubungannya

dengan pewaris

tidak secara

langsung
Ddlil dan Penalaran Kitab- Doku- Deskrip- | Ushul | Teori
penalaran fugaha', ayat- kitab figh, | mentasi | tif- figh dalalah
hukum fugaha | ayat a-Qur’an tafsir dan andlitis | dan dan
dalam dan tafsirnya, sharh antro- | teori
mengkonstruk | hadis-hadis Nabi | hadis, pologi | ‘urf
s ketentuan- dan sharfmya, segjarah
keten-tuan dan sitem dan antro-
patrilineal kekerabatan pologi
dalam hukum | Arab Arab
kewarisan
Tingkat Penalaran Kitab- Doku- Andlitis- | Ushul | Teori
kekuatan fugaha', ayat- kitab figh, | mentasi | kritis figh pemba:
ketentuan- ayat al-Qur’an tafsir dan kontem-| caan
keten-tuan dan tafsirnya, sharh porer | holistik
patrilineal serta hadis-hadis | hadis (herme-
dalam hukum | Nabi dan neutika)
kewarisan sharfmya
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H. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam disertasi ini disusun dalam lima bab
sesuai alur pembahasan yang dipilih. Bab pertama memuat latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penilitian dan sistematika
penulisan.

Bab kedua memaparkan latar belakang sosial hukum kewarisan Islam
dengan fokuskan pada sistem kerabatan. Diawali dengan pemaparan mengenai
peta perkembangan mazhab-mazhab figh, dilanjutkan dengan sistem kekerabatan
Arab dan sistem kewarisan Arab pra-Islam.

Bab ketiga berupaya mendeskripsikan ketentuan-ketentuan patrilineal
dalam hukum kewarisan Islam dan /stinbat hukumnya. Dimulai dengan pemaparan
tentang pokok-pokok hukum kewarisan Islam, dilanjutkan dengan pembahasan
tentang patrilinealitas dalam kelompok ahli waris ashab al-furud dan ‘asabah, serta
keterpinggiran kelompok dhawi al-arham sebagai kerabat dari garis perempuan.

Bab keempat berisi analisis terhadap dalil dan penalaran fugaha’ dalam
mengkonstruk patrilinealitas hukum kewarisan Islam. Di sini akan dirunut dan
dianalisis awal mula munculnya patrilinealitas dalam hukum kewarisan Islam,
konstruksi patrilineal dalam ketentuan-ketentuan seputar ashab al-furua,
konstruksi patrilineal ‘asabah, penalaran yang melahirkan hukum kewarisan yang
meminggirkan dhawi al-arham, dan model pembacaan yang telah melahirkan
patrilinealitas dalam hukum kewarisan Islam dan reformulasi hukum kewarisan

dari patrilineal ke bilateral dalam konteks Indonesia.
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Bab kelima merupakan penutup yang memuat poin-poin kesimpulan
sesuai dengan persoalan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Juga
akan dikemukakan beberapa rekomendasi, baik yang bersifat akademis maupun

praktis.



